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BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON

f

NOMOR 72 TAHUN 2016, SERI D. 21

PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 72 Tahun 2016

TENTANG

FUNGSI, TUGAS POKOK DAN TATA KERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, salah satu
satuan keija perangkat daerah untuk
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang
Ketahanan Pangan yang diwadahi dalam bentuk dinas
daerah yaitu Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten
Cirebon;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon, maka dipandang perlu untuk
mengatur Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Keija pada
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon
dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Fungsi,
Tugas Pokok dan Tata Keija Dinas Ketahanan Pangan,
perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-



daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik



Menetapkan

Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman
Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan
dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1330);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9
Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan
Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran
Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16,
Seri D.7);

15. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016
tentang Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah
Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
Tahun 2016 Nomor 61, Seri D. 10).

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG FUNGSI, TUGAS POKOK
DAN TATA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan



pemerintahan daerah oleh Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Cirebon;

4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Cirebon
tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;

5. Bupati adalah Bupati Cirebon;
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah

Kabupaten Cirebon;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

Cirebon;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Cirebon;
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Cirebon;
10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
13. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Ketahanan

Pangan Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
15. Seksi adalah Seksi pada Dinas Ketahanan Pangan

Kabupaten Cirebon;
16. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas

Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok

Jabatan Fungsional pada Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Cirebon;

18. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan,
perikanan, petemakan, perairan dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan
sebagian makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan
baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan
dalam proses penyiapan pengolahan, dan/atau
pembuatan makanan atau minuman;

19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan
bagi negara sampai dengan perseorangan, yang



tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik
jumlah maupun mutunya,aman, beragam, bergizi,
merata dan teijangkau serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk
dapat hidup sehat,aktif dan produktif secara
berkelanjutan;

20. Ketersediaan pangan adalah jumlah pangan yang
disediakan di suatu wilayah mencakup produksi,
impor/ekspor, bibit/ benih, bahan baku industri pangan
dan non pangan, penyusutan/ tercecer dan yang
tersedia untuk dikonsumsi;

21. Distribusi pangan adalah setiap kegiatan atau
serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran bahan
pangan atau pangan kepada masyarakat, baik untuk
diperdagangkan atau tidak;

22. Rawan pangan adalah kondisi kelangkaan atau
kekurangan pangan yang di alami sebagian besar atau
sebagian kecil masyarakat di suatu daerah yang
disebabkan oleh kesulitan distribusi pangan,
perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan dan
konflik sosial;

23. Cadangan pangan adalah persediaan pangan di suatu
daerah untuk konsumsi manusia dan untuk
menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan
pasokan dan harga, serta keadaan darurat;

24. Konsumsi pangan adalah segala sesuatu yang berasal
dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupan
yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai
makanan dan minuman bagi konsumsi manusia yang
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku
pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses
penyiapan, pengolahan atau pembuatan makanan dan
minuman;

25. Keanekaragaman konsumsi pangan adalah proses
pemulihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak
tergantung pada satu jenis pangan, tetapi terhadap
bermacam-macam bahan pangan;

26. Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang
diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan
cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat
mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia

BAB II
TUGAS UMUM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 2

(1) Setiap jabatan struktural pada Dinas Ketahanan
Pangan mempunyai tugas umum;



(2) Tugas umum jabatan struktural sesuai dengan ruang
lingkup dinas/ sekretariat/ bidang/ subbagian/ seksi/
UPT/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. memimpin dan mempertanggungjawabkan

kegiatan;
b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
c. menyusun standar teknis dan standar operasional

prosedur;
d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit keija lain;
e. memberi petunjuk, mendistribusikan tugas kepada

pegawai;
f. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan dan

program sebagai bahan perencanaan dan
pengendalian;

g. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan,
penyelenggaraan program, kegiatan, tugas dan
kinerja pegawai;

h. membina, menilai dan mengevaluasi tugas dan
kineija pegawai;

i. memberikan saran, masukan dan bahan
pertimbangan kepada pimpinan; dan

j. melaporkan kegiatan kepada pimpinan.

BAB III
KEPALA DINAS

Pasal 3

(1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan

dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan
pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan
dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan
pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

c. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung
di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan,
distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan
keamanan pangan;

d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan
cadangan pangan, konsumsi dan keamanan pangan;

e. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan,
konsumsi dan keamanan pangan;

f. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



(2) Kepala Dinas adalah pimpinan Dinas yang bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

(3) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

BAB IV
SEKRETARIAT
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 4

(1) Sekretariat mempunyai fungsi :
a. pengoordinasian, sinkronisasi dan integrasi

pelaksanaan kegiatan Dinas;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan

program Dinas;
c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi yang

meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;

d. pengelolaan pengaduan dan pelayanan informasi;
e. penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan laporan

Dinas;
f. pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tata

laksana, keijasama dan hubungan masyarakat;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan

negara;
h. penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris (unsur staf)

yang melaksanakan tugas di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan
pemberian layanan administrasi kepada seluruh unit
keija di lingkungan Dinas.

Bagian Kedua
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 5

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan

Kepegawaian;
b. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan

prasarana kantor;
c. pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan

sarana dan prasarana kantor, penggandaan dan
keamanan dalam;



d. pengelolaan penyimpanan barang milik negara;
e. pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat

menyurat dan ekspedisi dinas;
f. pengelolaan layanan informasi, aspirasi dan

pengaduan Dinas;
g. penyiapan bahan pembinaan Standar Operasional

Prosedur (SOP) tiap-tiap unit keija;
h. pengelolaan administrasi kepegawaian Dinas;
i. penyiapan bahan kebutuhan pegawai, rencana

pendidikan dan pelatihan, pengembangan karir,
pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian
sanksi dan penghargaan pegawai;

j. penyiapan bahan pembinaan penilaian kineija
pegawai;

k. pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
l. pengaturan acara rapat Dinas, keprotokolan dan

hubungan masyarakat;
m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas;
n. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; dan
o. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian (unsur staf)
yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai
tugas pokok melaksanakan pengelolaan ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kehumasan, perlengkapan, rumah
tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan
Dinas.

Bagian Ketiga
Subbagian Program dan Keuangan

Pasal 6

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program

dan Keuangan;
b. penyusunan bahan rencana dan program Dinas;
c. pelaksanaan koordinasi dan pengukuran kineija tiap

unit keija di Dinas;
d. pelaksanaan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan

teknis kegiatan tiap-tiap unit keija;
e. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan bahan

laporan dan evaluasi kineija Dinas;
f. pelaksanaan penyiapan bahan rencana anggaran

dinas;
g. pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;



h. pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
i. pelaksanaan verifikasi dokumen dan rencana

pelaksanaan anggaran Dinas;
j. penyiapan bahan pertanggungjawaban dan pelaporan

keuangan Dinas
k. pelaksanaan pencatatan barang milik daerah/ aset;
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas;
m. pelaksanaan koordinasi dengan unit keija terkait; dan
n. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya.
(2) Subbagian Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Subbagian Program dan Keuangan (unsur staf)
yang melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(3) Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai
tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan
perencanaan, pelaporan, anggaran, penatausahaan
keuangan, dan pencatatan aset.

BAB V
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 7

(1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
fungsi:
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang

ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah dibidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan
dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

e. penyiapan pemantapan program di bidang
ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan
koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;



f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibidang ketersediaan, penanganan
kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan
infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin
oleh seorang Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan
Pangan (unsur pelaksana) yang melaksanakan tugas
langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas.

(3) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta
pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan
kerawanan pangan.

Bagian Kedua
Seksi Ketersediaan Pangan

Pasal 8

(1) Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan

pangan, infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;

b. penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan
dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan
Nasional (HBKN);

c. penyiapan bahan analisis di bidang ketersediaan
pangan infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;

d. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan
infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung
ketahanan pangan lainnya;

e. penyiapan data dan informasi untuk penyusunan
Neraca Bahan Makanan (NBM);

f. penyiapan data dan informasi untuk penghitungan
Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;

g. penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi
ketersediaan pangan;

h. penyiapan bahan pendampingan di bidang
ketersediaan pangan infrastruktur pangan dan
sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi
dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan
pangan infrastruktur pangan dan sumber daya
pendukung ketahanan pangan lainnya;dan



j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Ketersediaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Ketersediaan Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang peningkatan ketersediaan pangan,
penyediaan infrastruktur dan sumber daya pangan.

Bagian Ketiga

Seksi Kerawanan Pangan

Pasal 9

(1) Seksi Kerawanan Pangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan koordinasi penanganan kerawanan
pangan;

b. penyiapan bahan analisis penanganan kerawanan
pangan;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan penanganan kerawanan
pangan;

d. penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
e. penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem

kewaspadaan pangan dan gizi;
f. penyiapan data dan informasi kerentanan dan

ketahanan pangan Kabupaten Cirebon;
g. penyiapan bahan pendampingan di bidang kerawanan

pangan;
h. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan

pelaporan kegiatan di bidang kerawanan pangan; dan
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bidang sesuai dengan tugasnya.
(2) Seksi Kerawanan Pangan dipimpin oleh Kepala Seksi

Kerawanan Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang penanganan kerawanan pangan.



BAB VI
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 10

(1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang

distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan
pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah dibidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang distribusi pangan, harga pangan, dan
cadangan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang distribusi
pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan dibidang distribusi pangan, harga pangan,
dan cadangan pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh
Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta
pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi dan
cadangan pangan.

Bagian Kedua
Seksi Distribusi Pangan

Pasal 11

(1) Seksi Distribusi Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi

pangan, pasokan dan harga pangan;
b. penyiapan bahan analisis di bidang distribusi pangan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan,
pasokan dan harga pangan;

d. penyiapan data dan informasi rantai pasokan dan
jaringan distribusi pangan;



e. penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi
pangan untuk meningkatkan akses masyarakat
terhadap pangan;

f. melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang
pasokan dan harga pangan;

g. melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa
neraca pangan;

h. melakukan penyiapan pengumpulan data harga
pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk
panel harga;

i. penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi
pangan, pasokan dan harga pangan;

j. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan,
pasokan dan harga pangan; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Distribusi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Distribusi Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Distribusi Pangan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.

Bagian Ketiga
Seksi Cadangan Pangan

Pasal 12

(1) Seksi Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi di bidang cadangan

pangan;
b. penyiapan bahan analisis di bidang cadangan

pangan;
c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan

pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan;
d. penyiapan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran

cadangan pangan pemerintah Kabupaten Cirebon
(pangan pokok dan pangan pokok lokal);

e. penyiapan pemanfaatan cadangan pangan
pemerintah Kabupaten Cirebon;

f. penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan
pangan;

g. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugasnya.



(2) Seksi Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Cadangan Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas pokok
Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang cadangan pangan.

BAB VII
BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Bagian Kesatu
Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pasal 13

(1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai
fungsi :
a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang

konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi
pangan, dan keamanan pangan;

b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan
daerah di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan
pangan;

c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di
bidang konsumsi pangan, penganekaragaman
konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi
pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan
keamanan pangan;

f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang konsumsi pangan,
penganekaragaman konsumsi pangan,dan keamanan
pangan; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh
Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan (unsur
pelaksana) yang melaksanakan tugas langsung dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan konsumsi
dan keamanan pangan.



Bagian Kedua
Seksi Konsumsi Pangan

Pasal 14

(1) Seksi Konsumsi Pangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi

pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi
pangan dan pengembangan pangan lokal;

b. penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan
dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
dan pengembangan pangan lokal;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan
dan promosi penganekaragaman konsumsi pangan
dan pengembangan pangan lokal;

d. penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per
komoditas per kapita per tahun;

e. penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan
protein masyarakat per kapita per tahun;

f. penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan
untuk ketahanan pangan keluarga;

g. penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang
Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
berbasis sumber daya lokal;

h. penyiapan bahan keija sama antar lembaga
pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam
percepatan penganekaragaman konsumsi pangan
berbasis sumber daya lokal;

i. penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi
pangan non beras dan non terigu;

j. penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi
pangan;

k. penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok
Lokal;

l. penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan
edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;

m. penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi
pangan dan promosi penganekaragaman konsumsi
pangan dan pengembangan pangan lokal;

n. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan
promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal; dan

o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Konsumsi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Konsumsi Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan



bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
(3) Kepala Seksi Konsumsi Pangan mempunyai tugas pokok

melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,
serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang konsumsi pangan dan
penganekaragaman konsumsi pangan dan
pengembangan pangan lokal.

Bagian Ketiga
Seksi Keamanan Pangan

Pasal 15

(1) Seksi Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan

keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
dan keija sama dan informasi keamanan pangan;

b. penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
dan keija sama dan informasi keamanan pangan;

c. penyiapan bahan penyusunan rencana dan
pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan
keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan,
dan keija sama dan informasi keamanan pangan;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan
segar yang beredar;

e. melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi
jaminan keamanan pangan segar;

f. penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah
(JKPD);

g. penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi
keamanan pangan;

h. penyiapan bahan pendampingan di bidang
kelembagaan keamanan pangan, pengawasan
keamanan pangan, dan keija sama dan informasi
keamanan pangan;

i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan
pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja
sama dan informasi keamanan pangan; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bidang sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi Keamanan Pangan (unsur pelaksana) yang
melaksanakan tugas langsung dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

(3) Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas pokok
melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian,
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan,



serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan
evaluasi di bidang keamanan pangan.

BAB VIII
TATA KERJA

Umum

Pasal 16

(1) Hal-hal yang menjadi tugas dan urusan dinas
merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di
pisahkan.

(2) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai pelaksanaan tugas
pemerintah daerah, kegiatan operasionalnya
diselenggarakan oleh Sekretariat, Subbagian, Bidang
dan Seksi serta kelompok jabatan fungsional menurut
bidang tugasnya.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkup dinas
bertanggung jawab secara beijenjang kepada atasan
langsung masing-masing dan wajib melaksanakan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
simplikasi.

(4) Kepala dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi
dengan instansi terkait lainnya.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 17

(1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan
tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;

(2) Pengaturan mengenai laporan dan cara
penyampaiannya berpedoman pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB X
HAL MEWAKILI

Pasal 18

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas
dapat menunjuk Sekretaris;

(2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Dinas dapat
menunjuk Kepala Bidang, sesuai Bidang fungsi dan
tugas pokoknya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB XI
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

(1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat



administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas bertanggungjawab dalam pelaksanaan
pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

(1) Uraian tugas jabatan struktural, ditetapkan lebih lanjut
oleh Bupati.

(2) Penetapan dan uraian tugas jabatan fungsional umum,
ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Cirebon Nomor 67 Tahun 2008 tentang Rincian
Tugas, Fungsi Dan Tata Keija Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008
Nomor 67 Seri D.25), Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 8 Desember 2016

BUPATI CIREBON,

ttd

SUNJAYA PURWADISASTRA

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 13 Desember 2016
SEKRETARIS 3UPATEN CIREBON

YAYAT RUHYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016 NOMOR 72, SERI D.21




